BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR S TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 62
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa standar biaya umum Kabupaten Musi Rawas
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi
Rawas Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Biaya
Umum Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2021;

b. bahwa untuk menindaklajuti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17/PMK.07 /2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan Dampaknya, maka Peraturan Bupati
Musi Rawas Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar
Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2021 perlu diadakan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 62 Tahun
2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.
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Mengingat:
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1939 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repﬁblik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ((Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan Dampaknya;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutkhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020
Nomor 4);

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 64 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020
Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor
16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 64 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA
UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN
ANGGARAN 2021.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, dan Lampiran II
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 62 Tahun 2020
tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 62), diubah
dan ditambah 1 (satu) Lampiran yaitu Lampiran III
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [, Lampiran II dan Lampiran Il Peraturan

Bupati ini.
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 9 AV({L 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

dto
RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal (9 Ap\&(, 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto
EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR..>




